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	PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT POS INDONESIA (PERSERO)

KANTOR POS CABANG UTAMA  
DENGAN
KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG 

 TENTANG

PENGIRIMAN DOKUMEN DAN BARANG


	


 NOMOR:  /PKS/PENJ/KP.PD/06/2022
           
        NOMOR:
Pada hari ini, Selasa  tanggal  dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh (02/06/2020) bertempat di Kantor Pos Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

	1.
	TIARSA WAHYUDIN A.S


	:
	Jabatan Executive General Manager Kantor Cabang Utama Padang Jalan Bagindo Aziz Chan No 7 Padang, Dalam hal ini bertindak untuk  dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero) yang berkedudukan di Jalan Banda No. 30 Bandung 40115, yang didirikan dengan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH No. 117 tahun 1995 tanggal 20 Juni 1995 yang  telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor : 13 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, SH,M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, dan selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”

	

	2.
	MUKHLIS, SH

	:  
	Jabatan selaku PPK Pengadilan Tinggi Agama Padang berdasarkan Surat Keputusan W3-A/87/KU.01/I/2018 tanggal 24 Juli 2018yang berkedudukan di Jalan By Pass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Koto Tangah, selanjutnya  disebut  sebagai  PIHAK KEDUA.




Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK”  dan sendiri-sendiri  disebut”PIHAK” terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip prinsip Perseroan Terbatas;

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah  KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG .
c. Bahwa untuk menangani pengiriman Dokumen dan Barang yang dikirim PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan pelayanan jasa PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para PIHAK  sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu Perjanjian dengan berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati bidang usaha dan kegiatan masing-masing dengan ketentuan dan syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:






     PASAL 1

PENGERTIAN UMUM

1. Dokumen adalah bagian dari komunikasi tertulis dengan atau tanpa sampul yang ditujukan kepada individu atau badan dengan alamat tertentu, yang dalam proses penyampaiannya dengan seluruhnya secara fisik.
2. Pos Kilat khusus ádalah layanan pengiriman Dokumen dan Barang dengan waktu tempuh paling lambat H + 4 , untuk tujuan Kota / Kabupaten dan H + 9 untuk tujuan Kecamatan.
3. Pos Express adalah layanan pengiriman Dokumen dan Barang dengan waktu tempuh maksimum H + 1 dalam jaringan nasional terbatas.
4. Resi adalah bukti pengeposan/pengiriman kiriman yang dikirim melalui loket kantorpos yang berbeda untuk setiap jenis layanan.
5. Kantor Regional II Padang adalah Perwakilan PT Pos Indonesia  yang berkedudukan di tingkat wilayah yang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman Padang dan membawahi beberapa kantorpos di Sumbar Riau dan Kepri selanjutnya disebut Kantor Regional II.

6. Kantorpos adalah Unit Pelayanan Teknis PT. Pos Indonesia (Persero)  yang berkedudukan di tingkat kota atau kabupaten dan membawahi beberapa kantorpos cabang.

7. Kantorpos Cabang adalah unit organisasi yang berada dibawah organisasi Kantorpos  untuk selanjutnya disebut Kantor Cabang.
8. Fasilitas Kredit adalah izin penundaan pelunasan atas pembayaran bea jasa layanan pos yang diberikan kepada pelanggan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian ini meliputi penanganan kiriman dokumen dan barang milik PIHAK KEDUA  oleh PIHAK PERTAMA melalui layanan Pos Kilat Khusus, dan Paket Pos Kilat Khusus.

PASAL 3

BATAS MINIMUM BIAYA PENGIRIMAN UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS PEMBAYARAN SECARA KREDIT

1. Fasilitas pembayaran secara kredit dapat diberikan oleh PIHAK PERTAMA  kepada 
PIHAK KEDUA dengan persyaratan minimal nilai transaksi setiap bulan adalah 
sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) , atau akumulasi transaksi dalam  satu 
tahun mencapai 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) .
1. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa dua bulan pertama berturut-turut sejak 
dimulainya  jangka waktu perjanjian kerjasama ternyata  dibawah dari jumlah 
minimal nominal transaksi setiap bulan yang di persyaratkan sesuai dengan pasal 
ayat 1 di atas, maka dengan otomatis dihentikan. Apabila PIHAK KEDUA masih 
berkeinginan untuk melakukan pengiriman, maka diminta untuk membayar 
secara 
tunai atas bea jasa layanan pos yang dipergunakan.

PASAL 4

KEWAJIBAN DAN HAK
1. Kewajiban PIHAK PERTAMA :
a. Memproses kiriman dengan standar yang berlaku.

b. Memberikan layanan purna jual .

c. Memberikan ganti rugi kiriman apabila kiriman hilang, rusak sesuai aturan yang berlaku pada PIHAK KEDUA 
d. Membuat tagihan biaya pengiriman sesuai dengan jumlah pengiriman .

e. Melakukan penjemputan kiriman dokumen atau barang  pada jam kerja.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. Menyerahkan kiriman yang sebagaimana disebut pasal  5.

b. Pembayaran biaya pengiriman sesuai ketentuan pada pasal  6 pasal  7 dan pasal  8

3. Hak PIHAK PERTAMA : 

a. Menerima Pembayaran Biaya kiriman sesuai ketentuan Pasal  6 pasal 7  dan Pasal 8.

b. PIHAK PERTAMA berhak menolak / mengembalikan kiriman dokumen atau barang apabila tidak sesuai ketentuan yang berlaku pada pasal  5.

c. PIHAK PERTAMA  berhak memberi teguran Pada PIHAK KEDUA  apabila lalai 

memenuhi kewajiban  terhadap  pasal  6  dan  8.
4. Hak PIHAK KEDUA :
a. PIHAK KEDUA berhak mendapat pelayanan yang baik terhadap kiriman setelah memenuhi aturan PIHAK PERTAMA .

b. PIHAK KEDUA  berhak mengajukan klaim  atas kehilangan atau kerusakan kiriman dokumen  atau barang.

c. PIHAK KEDUA berhak menerima seluruh dokumen penagihan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana tercantum pada Pasal  7  Perjanjian. 

PASAL  5

SYARAT PENGIRIMAN

1. Kiriman Dokumen dan Barang pada saat pengiriman harus sudah dibungkus rapi dengan penulisan alamat yang lengkap dan jelas.

2
Kiriman Dokumen dan Barang yang dikirim diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dengan disertai Dokumen pengantar (dicatat pada Dokumen pengantar) dan ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan dibubuhi cap.
3.
Pengeposan kiriman Dokumen dan Barang  milik PIHAK KEDUA  dilakukan di 
kantor PIHAK PERTAMA  yang  sekota  dengan  PIHAK KEDUA.
4.
Kiriman Dokumen dan Barang yang dikirim menggunakan Layanan Pos Kilat Khusus dan Paket Pos Kilat Khusus harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam ketentuan Layanan Pos Kilat Khusus dan Paket Pos Kilat Khusus, antara lain: mengenai ukuran, berat, penulisan alamat, isi kiriman dan pengepakan.
5.
Kiriman Dokumen dan Barang yang dikirim ke kota tujuan yang jangkauan tidak termasuk layanan Pos Kilat Khusus dan Paket Pos Kilat Khusus, akan dikirim dengan Layanan Pos lainnya seperti Paket Pos Biasa sesuai dengan ketentuan layanan tersebut.

6.
Kiriman Dokumen dan Barang tersebut diasuransikan, sesuai yang ditetapkan PIHAK 
PERTAMA.

7.
Kiriman Dokumen dan Barang yang dilarang dikirim mengunakan layanan pos adalah, Barang berisikan cairan, Barang yang mudah terbakar, senjata tajam yang akan melukai petugas pos, senjata api, tulisan yang melanggar norma susila dan gambar yang melanggar norma susila, bahan yang mudah meledak dan lain-lainya.
PASAL  6

TARIF KIRIMAN

Tarif yang digunakan pada saat pengiriman Dokumen  dan  Barang adalah tarif Publish dengan menggunakan layanan  Pos Kilat Khusus  dan Paket Pos Kilat Khusus yang berlaku  di PT Pos Indonesia ( Pesero ) .

Pasal 7

TATA CARA PENAGIHAN, PELUNASAN DAN DENDA

1. Tata cara penagihan kepada PIHAK KEDUA diatur sebagai berikut :

a. Surat Tagihan ke-1 hari diterbitkan tanggal 3 bulan berikutnya dan memuat 

batas tanggal akhir (jatuh tempo) pelunasan yakni tanggal 15 setiap bulan. Surat 
Tagihan dicap dinas kantor dan ditandatangani oleh Manajer Keuangan UPT.

b. Surat Tagihan ke-2, dibuat bila sampai dengan batas jatuh tempo pelunasan dari 
tagihan ke -1 pelanggan belum melunasi atau baru sebagian pelunasan yang 
dilakukannya  dan ditambah perhitungan denda, diterbitkan pada tanggal 16 dan 
pelunasan paling lambat tanggal 25 setiap bulan. Surat Tagihan dicap dinas 
kantor dan di tandatangani Manajer Keuangan.

c. Surat Tagihan ke-3, dibuat bila sampai dengan batas jatuh tempo pelunasan dari 
tagihan ke -2  pelanggan belum melunasi  atau baru  sebagian  pelunasan yang 
dilakukannya dan ditambah dengan perhitungan denda. Diterbitkan pada tanggal 
26 dan pelunasan paling lambat tanggal 30 setiap bulannya. Surat Tagihan dicap 
dinas kantor, tandatangan Manajer Keuangan dan Kepala Kantor Pos.

2. Pelunasan dan Denda kepada PIHAK KEDUA harus memenuhi prinsip prinsip sebagai berikut:

a. Semua Pelunasan dalam mata uang rupiah ;

b. Pelunasan tidak boleh memperhitungkan dengan klaim ganti rugi pelanggan; 

c. Pelunasan tidak boleh dikaitkan dengan Berita Acara Serah terima;

d. Biaya Transfer dan/atau biaya materai ditanggung pelanggan;.

e. Apabila pelunasan tagihan melewati batas waktu yang telah ditentukan  dalam 
Pasal ini, maka denda yang timbul akibat keterlambatan tersebut diatur sebagai 
berikut :


Denda keterlambatan pembayaran harus dikenakan terhitung mulai 1 (satu) 
hari setelah batas akhir jatuh tempo pelunasan;

I. Pembayaran diatas tanggal 15 bulan berikutnya dikenakan denda 1% (satu 
perseratus ) dari saldo piutang yang jatuh tempo.

II. Pembayaran diatas tanggal 25 bulan berikutnya dikenakan denda 2% (dua 
perseratus) dari saldo piutang yang jatuh tempo;

III. Keterlambatan pembayaran berikutnya dikenakan denda 2% (dua 

perseratus)  perbulan dari saldo tagihan yang telah jatuh tempo ditambah 
dengan denda bulan bulan sebelumnya .

PASAL  8
TATACARA PENYETORAN / SETTLEMENT DATA / REKONSILIASI 

1. Sesuai tagihan/invoice yang diterima dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA melunasi tagihan tersebut dengan cara mentransfer ke rekening giro PIHAK PERTAMA dengan nomor 111-0093000699.  a.n PT. POS INDONESIA (Persero) KP Padang 25000 .
2. PARA PIHAK dapat melakukan rekonsiliasi terhadap penagihan dan pelunasan piutang apabila salah satu pihak memandang perlu untuk dilakukan rekonsiliasi tersebut. 

PASAL 9
PAJAK

1. Atas pendapatan pengiriman dokumen, dan Barang lainnya dari PIHAK KEDUA yang di terima oleh PIHAK PERTAMA  merupakan Objek Pajak Penghasilan ( PPh ) pasal 23.

2. Kewajiban perpajakan atas pendapatan pengiriman dokumen, dan barang lainnya dari PIHAK KEDUA  yang diterima  PIHAK PERTAMA  adalah:


1.
Kewajiban PIHAK PERTAMA :



a. 
Meminta bukti pemotongan yang sah.



b. 
Melakukan verifikasi data bukti pemotongan yang meliputi 




pemeriksaan :

i. Nomor bukti pemotongan berurutan dalam satu tahun Pajak.

ii. Data Wajib Pajak yang dipotong merupakan NPWP, nama, dan alamat  UPT yang bertalian;

iii. Jenis Penghasilan;

iv. Jumlah penghasilan;

v. Tarif dan PPh yang dipotong;

vi. Tempat dan tanggal pemotongan, data wajib Pajak pemotong ( nama, npwp, tanda tangan dan nama pejabat pemotong dan cap / stempel mitra ).

2. Kewajiban PIHAK KEDUA :



a.
Memotong PPh pasal 23 dan memberikan bukti pemotongan yang sah;



b.
Menyetorkan PPh Pasal 23 ke Kas Negara;



c.
Melaporkan ke KPP Pratama setempat;

PASAL  10

KERAHASIAAN

1.
Masing-masing PIHAK wajib menjaga kerahasiaan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan oleh karenanya tidak akan, dan wajib memastikan bahwa pejabat


maupun karyawannya tidak mengungkapkan ketentuan dan persyaratan tersebut kepada PIHAK ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lain kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan.

3. Pengungkapan Informasi Rahasia PIHAK Lain yang disyaratkan oleh hukum atau oleh  suatu perintah pengadilan harus diinformasikan secara tertulis kepada PIHAK yang memiliki Informasi Rahasia dengan menerangkan dasar yang mengharuskan pengungkapan tersebut berikut Informasi  Rahasia yang harus diungkapkan.

PASAL  11

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian  kerjasama  ini  berlaku  jangka waktu 1 (satu ) tahun terhitung sejak tanggal  02  Juni   2021  sampai   dengan   01  Juni   2023
2. Jangka waktu pada Pasal 11 ayat 1 dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua  belah  pihak  dengan pemberitahuan oleh salah satu pihak paling lambat 3 (tiga)  bulan sebelum perjanjian berakhir.

3. Perjanjian  kerjasama  ini  dapat  diakhiri  sebelum  waktunya dengan ketentuan pihak  yang bermaksud yang mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud  tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan  sebelumnya.

4. Perjanjian kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada 
perundang-undangan dan atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak  memungkinkan  
bagi kelangsungan  perjanjian  ini.

5. Dalam hal perjanjian ini tidak di perpanjang lagi karena permintaan salah satu pihak 
bagimana di maksud dalam ayat 3 pasal ini, maka kedua belah pihak wajib 
menyelesaikannya kewajiban masing-masing secepatnya.

6.
Para PIHAK-PIHAK setuju untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab 
undang - undang  Hukum Perdata, terhadap segala  sesuatu  yang  bertalian dengan 
pengakhiran Perjanjian  sehingga  Pengakhiran  Perjanjian ini  cukup  dilakukan oleh 
salah satu pihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa 

keputusan pengadilan.
PASAL  12

TANGGUNGJAWAB ATAS KERUGIAN 

Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ini di atur sebagai berikut :

a. Kerugian yang timbul akibat kesalahan / kelalaian petugas PIHAK PERTAMA  menjadi 
tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

b. Kerugian yang timbul akibat / kelalaian petugas PIHAK KEDUA menjadi 
tanggungjawab  PIHAK KEDUA.

c. Kerugian yang timbul akibat kesalahan / kelalaian petugas petugas PARA PIHAK 

menjadi  tanggungjawab  PARA PIHAK sesuai  dengan bobot kesalahan/kelalaiannya 
dan akan  ditetapkan  secara  musyawarah.

PASAL  13

KORESPONDENSI
1. Sehubungan dengan Perjanjian ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan    dilakukan melalui contact person masing-masing Pihak sebagai berikut :
1. PIHAK PERTAMA 


PT POS INDONESIA (Persero)



Kantor Pos Padang 25000


Alamat 
: Jalan Bagindo Aziz Chan No 7 Padang


Hp

: 085830442748


Telp

: 0751-810546


Fax

: -


Email
: 250pemsar@posindonesia.co.id

Up.

:Aulia Ratih Purwari

2. PIHAK KEDUA


KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG 



Alamat 
: Jalan Aia by Pass Km 24 Anak Air

Hp

: 082388611152
Telp

: -

U.p.

: Fitrya Rafani
3. Pembatalan / Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku jika pembatalan / perubahan telah diterima Pihak lainnya sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL  14

FORCE MAJEURE

1. Para PIHAK dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan isi Perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini disebabkan karena adanya Force Majeure.

2. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak dapat dihindari atau diatasi dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh yang 


lazim dilakukan oleh manusia, atau kejadian yang terjadi karena diluar kehendak, kemampuan dan / atau kekuasaan manusia , yaitu antara lain meliputi bencana alam seperti gempa bumi, taufan, petir, banjir , hujan terus menerus, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, perampokan, pencurian, huru-hara, ada tindakan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata-nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing  PIHAK  hak berdasarkan Perjanjian ini.

3.
Setiap kegagalan masing-masing PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya  berdasarkan  Perjanjian ini,  tidak  akan  dianggap  sebagai  pelanggaran  Perjanjian atau Wanprestasi ataupun kejadian kelalaian, jika kegagalan tersebut disebabkan oleh Force Majeure,  apabila  PIHAK  yang bersangkutan telah melakukan semua 
langkah-langkah pengamanan yang sesuai, telah betul-betul menjaga dan mengambil langkah-langkah pilihan yang wajar dengan tujuan untuk menghindarkan kegagalan tersebut dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

4.
Jika terjadi Force Majeure, maka PIHAK yang terkena Force Majeure wajib 
memberitahukan adanya kejadian Force Majeure yang menimpanya kepada PIHAK  
lainnya  paling  lambat  7  (tujuh) hari kelender sejak terjadi Force Majeure.
5.
Dalam hal terjadinya Force Majeure mengakibatkan pelaksanaan Perjanjian ini 
menjadi terhambat dan / atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah 
diatur dalam Perjanjian ini, maka masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian 
dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 

paling lambat 14 (empat) belas hari kalender sebelum tanggal akan  diakhirinya  
Perjanjian.

6.
Segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya Force Majeure menjadi beban 
dan  tanggung jawab  masing-masing PIHAK yang mengalami kerugian tersebut dan 
diselesaikan  oleh Para PIHAK secara musyawarah.

PASAL  15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul dari perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan kekeluargaan.

2. Apabila upaya yang dimaksud belum diselesaikan, maka kedua belah pihak setuju untuk memenuhi  penyelesaian  secara  hukum dan kedua belah PIHAK sepakat 


memilih tempat kedudukan yang tetap (domisili) pada Panitera Pengadilan Negeri 

Padang .
PASAL  16

KETENTUAN PERALIHAN

Mengingat pekerjaan masih terus dilakukan, sebagai dasar hukum selama masa transisi antara berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1)  Perjanjian ini, para PIHAK sepakat tetap melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang pada Perjanjian  sampai saat Perjanjian ini ditandatangani.

PASAL  17

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perjanjian Kerjasama ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2.
Segala bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang disampaikan masing-
masing PIHAK untuk kepentingan kerjasama ini merupakan kerahasiaan yang 
harus dijaga terhadap PIHAK lainnya diluar Perjanjian Kerjasama ini.
3.
Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum ada atau tidak cukup diatur dalam 
Perjanjian Kerjasama  ini akan diatur lebih lanjut  oleh PARA PIHAK  sebagai  aturan 
tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Perjanjian Kerjasama ini.

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh Kedua belah PIHAK pada saat selesai ditandatangani .
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PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR CABANG UTAMA
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	PIHAK KEDUA
KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
MUKHLIS, SH 
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